
 

 

 
 

 
 
 

 
WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 68 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
KELAS JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 39 
Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Instansi Pemerintah serta sesuai 
tindak lanjut surat Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Reformasi Birokrasi tanggal 09 
April 2021 perihal Persetujuan Penetapan 

Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pasuruan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penetapan Kelas 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang … 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3241); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

 

 

 

9. Peraturan … 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  KELAS JABATAN 
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 

Pasuruan. 

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Pasuruan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 

Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota. 
 

6. Aparatur … 
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6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan 
Pemerintah Kota dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seorang ASN. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok 

jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan, yang terdiri dari Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan 

Pelaksana. 

10. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang 

bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang 

bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana. 

12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan. 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

14. Evaluasi Jabatan adalah bagian dari proses 
manajemen sumber daya manusia yang digunakan 

untuk membobot suatu jabatan untuk 

menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seorang ASN dalam 
rangkaian susunan instansi pemerintah yang 

meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi 
cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan 

tanggung jawab, serta tingkat persyaratan 

kualifikasi pekerjaan. 

 

 

16. Nama …  



- 5 - 

 

16. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh 

Pejabat yang berwenang untuk memberikan 
pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian jabatan, 
pengembangan kompetensi, serta pemberian 

penghargaan pegawai. 
 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini 

untuk menetapkan kelas jabatan bagi ASN di 
lingkungan Pemerintah Kota secara adil, objektif 

dan transparan berdasarkan Evaluasi Jabatan. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini 
adalah untuk memberikan standar dalam 

penyusunan penetapan jabatan dan digunakan 
sebagai acuan dalam menentukan besaran 

tambahan penghasilan/tunjangan kinerja yang 
layak bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota. 

 
 

BAB III 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELAS JABATAN 
 

Pasal 3 
 

Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 
Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan 
Pemerintah Kota ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 
Pengangkatan pemangku Jabatan Pelaksana dan 
pemangku Jabatan Fungsional dalam Jabatan 

Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan 

dari Tim Penilai Kinerja. 
 

Pasal 5 
 

(1) Perubahan pemangku Jabatan Administrasi pada 

Perangkat Daerah ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai 

Kinerja. 

(2) Perubahan … 
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(2) Perubahan pemangku Jabatan Pelaksana dan 

pemangku Jabatan Fungsional antar Perangkat 
Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas 

usulan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau 

Kepala Perangkat Daerah. 

(3) Perubahan pemangku Jabatan Pelaksana dan 

pemangku Jabatan Fungsional dalam Perangkat 
Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala 

Perangkat Daerah. 

(4) Perubahan pemangku Jabatan Pelaksana yang 
mengakibatkan perubahan Kelas Jabatan 
dilaksanakan uji kompetensi oleh Tim Uji 

Kompetensi yang dibentuk oleh Walikota. 
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka 

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  
 
 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2021 

            
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 

SAIFULLAH YUSUF 
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Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 17 Desember 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

Ttd. 

 
RUDIYANTO 

 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 68 
 


